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10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Paralegal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2013
tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau
Organisasi Kemasyarakatan.

Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 Tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi
Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019 S.D 2021

Keputusan Menteri Hukum danManusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
01.HN.03.03 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi
dan Nonlitigasi

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan
hukum terhadap Masyarakat Miskin.
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